
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dari zaman dulu sebelum kemerdekaan kejahatan korupsi di 

Indonesia sudahterjadi meskipun dengan peristilahan berbeda dengan 

sakarang dan korupsi padamasa itu belum menjadi focus utama, energi 

bangsa masi terkuras habis padaproses mengusir imprelisme di tanah air 

jadi wajar tidak ada lembaga yang pokusdan konsentrasi dalam 

pemberantasan penanganan koruspi di tanah air hal inibukan berarti 

perilaku koruptif pejabat zaman dulu tidak ada namun peristilahanatau 

penamaannya berbeda dan modosnya pun berbeda.
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Kejahatan korupsi disebut dengan kejahatan extra ordinary crime, 

dalam sebuah peristilahan satire menggambarkan kondisi keadaan 

korsupsi di Indonesia dari masa- kemasa zaman sukarno orde lama terjadi 

di bawah meja, zaman Suharto orde baru terjadi di atas meja atau mulai 

nampak di perlihatkan dan lucunya di zaman reformasi perilaku korupsi 

meja yang menjadi alat transaksi korupsi di angkut juga oleh koruptor. 

begitu masifnya kejahatan tindak pidana korupsi dari masa-masa 

pemerintahan di Indonesia maka wajar sekali kejahatan ini di sebut dengan 

kejahatan extra ordinary crime oleh sebeb itu penangan untuk mengatasi 

kejatahan itu harus penuh dengan ekstra ordinary action.
2
 

Keadaan ini menjadi dasar pendirian KPK Undang-Undang 

memberikan kewenangan khusus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi 

untuk melakukan pencegahan dan penindankan kejahatan korupsi dan 

secara historis Komisi Pemberantasan Korupsi lahir dari respon 

                                                           
1
Deny Indrayana, Jangan Bunuh KPK , (Jakarta Timur ,intren Publising, 2016) hlm, 1 

2
 Nehru Asyikin, Adam Setiawan, Kedudukan KPK Dalam Sistem KetatanegaraanPasca 

Diterbtnya Revisi Undang--Undang KPK, JUSTITIA JURNAL HUKUM, Vol 4, No.1 April 2020 



 

 

ketidakpuasan terhadap kinerja penegak hukum lain seperti kopolisian dan 

kejaksaan tidak berjalan secara efektif dan lahirnya KPK pada tahun 2003 

sebagai amanat dari reformasi oleh sebab demikian masyarakat Indonesia 

menyimpan harapan besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) 

untuk menapa lebih efektif lagi dalam agenda pemberantasan korupsi atas 

ketidakberdayaan sistem peradilan dan yang terpenting pembenahan tata 

kelola pemerintahan terutama penegakan hukum terhadap para terpidana 

kejahatan korupsi. karena disadari atau tidak kejahatan korupsi teleh 

merusak banyak mengakibatkan kerugian kerugian tidak saja bidang 

ekonomi tapi semua merebak kapada semua bidang kehidupan yakni sosial 

politik, budaya dan keamanan.
3
 

Sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk pada tahun 

2003 yang kemudian di amanatkan oleh Undang-Undang Indonesia udah 

pernah memiliki badan khusus dalam penanganan kasus kasus koruspsi di 

tahan air di antaranya adalah:
4
 

1. Panitia Retoling Aparatur Negara ( PARAN) pada tahun 

berdasarkan UU Keadaan Bahaya; 

2. Pemilik Harta Benda (PHB) pada tahun 1957 berdasarkan 

PeraturanPenguasa 

3. Militer Nomor PRT/PM/08/1957 tentang Pembentukan Badan 

yangBerwenangmewakili negara untuk menggugat secara perdata 

orangorang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan 

korupsi yangbersifat keperdataan;  

4. Operasi Budhi pada 1963 melalui Keputusan Presiden Nomor 275 

Tahun1963; 
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5. Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa 

Agung padatahun 1967 berdasarkan Keputusan Presiden No.228 

Tahun 1967 dan UUNo 24 Tahun 1960; 

6. Komite Empat pada tahun 1970 berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomortahun 1970; 

7. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) pada tahun 1971 melaui Inpres 

Nomor 9Tahun 1977; dan 

8. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) 

padatahun 2000 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2000.  

Pengaturan kelembagaan Pemerintahan yang bersifat 

Independenyang sebelumnya dianggap Sepenuhnya beradadalam 

kekusasaan Eksekutif , tetapi sekarang berkembang menjadi independen 

sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala 

eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemeberhentian 

pimpinannya.
5
 

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rumpun sistem 

ketatanegaraan Indonesia merupakan lembaga yang memiliki legalitas 

kuat dalam pemberantasan korupsi di tanah air, dan esksistensi nya sampai 

sekarang menjadi hal yang sangat mebagakan karena keberhasilan Komisi 

Pembertasan Koruspsi dalam mengurangi indeks perkara korupsi di 

Indonesia, eksistensi Komisi Pemerantasan Korupsi juga di topang karena 

lembaga ini merupakan anak kandung reformasi dan pendiriannya 

didasarkan atas kegaduhan yang melanda Indonesia pada saat itu sebagai 

respon ketidak puasan masyarakat atas kinerja pemerintah dalam 

penanganan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat 

lembaga penegak hukum lainya tidak bekerja sama sekali dan membiarkan 

para koruptor melakukan kejahatan mengambil dan merampas uanga 
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rakyat seoalah olah uang negara begi mereka merupakan ladang emas dan 

para penegak hukum pula mengambil keuntungan besar dari perbuatan 

perbuatan bejat para pejabat kotor tersebut mereka dengan tidak malunya 

menerima uang suap.
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Untuk meninjak lanjuti penanganan kasus kasus koruspsi di 

Indonesia dimanakejahatan korupsi merupakan bak penyakin kanker yang 

susah penangan danpengobatannya dengan sebab demikian 

upayapembentukandan sejarahpembentukan Komisi Pemberantasan 

Kouspsi dimulai sejak zaman orde lama.akan tetapi kemunculan awal 

KPK dapat dilihat awal lahirnya terutama setelah diundangkannya 

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 TentangPembernatsantindakpidana 

korupsi pada tanggal 5 April 2000, presien RI yang waktu itu dijabat 

olehAbdurrahman wahid mengeluarkanPeraturan Pemerintah Tahun 2000 

tentangTim Gabungan PemberantasanTindak Pidana Koruspsi, tim 

gabungan tersebutterdiri berbagai unsur takni unsur Kepolisian Negara, 

Kejaksaan, instansi terkaitdan unsur masyarakat. Tim Gabungan 

mempunyai tugas dan wewenangmengkordinasikan penyidikan dan 

penuntutan terhadap setiap orang yandiduga keras melakukan tindak 

pidana korupsi yang sulit pembuktiannya.Tim inilahyang menjadi embrio 

terbentuk nya Komisi PemberantasanKorupsi tugas danwewenangnya 

untuk penyelidikan dan penuntutansudah dimilikinya namun masisaja 

lemah. 

Secara yuridis pembentukan KPK di mulai dari ketentuan Pasal 43 

UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah di rubah dengan 

undnag-undangNo. Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 

No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

mengamantkan perlunya di bentukKPK yang independen dengan tugas 

dan wewenang melakukan tindak pidanakorupsi. hal itu tercantudengan 
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jelas Menimbang huruf c UU No.30 tahun 2002tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi yang kemudian menjadi dasarpenyesunan UU 

KPK.7 

Dengan berbagai tugas dan fungsinya selama ini Komisi 

Pemberantasan Korupsi telah tercatat banyak melakukan keberhasilan 

dalam proses Pemberantasan Korupsi di Indoenesia dengan langkah 

langkah preventif maupun refresif. hal ini berakibat pada tingkat kepuasan 

masyarakat atas kinerja Komisi Peberantsan Korupsi Sangat Tinggi dan 

telah banyak melakukaan Penangkap Penangkap pada pelaku pidana 

korupsi.
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Tingginyatingkat kepuasaan masyarakat atas kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi juga tidak terlepas dari kekurangan dan  

kelemahan. Dari tingkat kepuasaan ini seharusnya Pemerintah melakukan 

terobosan baru untuk memperkuat kinerja Komisi pemberantsan Korupsi 

sehingga kerja Pemberantasan Koruspi Semakin lebih efektif dan efesien. 

Namun di penghujung tahun 2019 pemerintah melalui 

Kemenkumham mewacanakan akan melakukan revisi atau perubahan 

Undang-Undang Komisi Pemberantasa Korupsi No. 30 tahun 2002 alasan 

pemerintah untuk melakukan revisi UU KPK menurut Moeldoko selaku 

kepala kantor Stap Presiden mengatakan bahwa revisi Udang Undang 

KPK tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk memperkuat kinerja KPK 

dalam melukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana 

korupsi ia juga membatah pendapat bahwa revisi Undang-Undang KPK 

untuk memperlemah KPK dengan mengatakan tidak ada niat pemerintah 
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sama sekali untuk memperlemah kinerja KPK justru sebaliknya untuk 

memperkuat KPK.
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Dalam Siyasah Dusturiyah penjelasan  tentang Perubahan hukum 

atau porses revisi hukum, dapat saja terjadi dan dilakukan oleh Pemerintah 

bersama sama dengan lembaga legislasi asalkan tujuan perubahan hukum 

dapat terwujud dengan melahirkan kemasalatan bagi ummat. yaitu
10

 

kemaslahatan individu dan masyarakat. 

Pengertian Siyasah Dusturiyah merupakan ilmu yang membahasa 

tentang tentang tata atur konstitusi yang mencakup lima konsep dasar 

yakni konstitusi legislasi, lembaga kekuasaaan, lembaga negara, serta hak 

dan kewajiban negara terhadap rakyatnya.
11

 sedangakan lafadz Siyasah 

12
memiliki arti yang di ambil dari bahasa arab yaitu Sasa-Yasusu-

Siyasatan maksudnya ialah mengatur, mengendalikan mengurus atau 

membuat kebijakan. sedangkan dalam wacana Politik Islam (As-Siyasah) 

di rumusakan pengertiannya yakni merupakan konsep atau cara mengatur 

urusan urusan kehidupan bersama untuk menggapai kebahagiaan di dunia 

dan akhirat ( tadbir Asy syu-un al-ammah li mashlilihim fi al-masy wa 

sa’adatihim fi al-ma’ad).  

Perubahan Hukum atau Undang-Undang dalam persfektif siayasah 

ini menunjukkan bahwa tidak mengapa dilakukan oleh Pemerintah karena 

itu memang tugas dan fungsi pemerintah mengatur dan membuat 

kebijakan  asalkan tujuan revisi itu untuk kemaslahatan ummat dan 

penegakan hukum yang berkeadilan tanpa tebang pilih. 

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menurut 

para ahli terutama ICW, akademisi dan pemerhati kebijakan pemerintah 
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meraka berpendapat bahwa revsi itu  mengandung syarat akan pelemahan 

kinerja komisi pemberantasan korupsi pasalnya ada beberapa pasal yang 

kemudian di siyalir akan mempengaruhi kinerja dan bahkan  

memperlemah KPK dalam melakukan tindakan pencegahan dan 

penindakan kasus korupsi di antaranya adalah adanya dewan pengawas 

Pasal 37 B, menurut Peneliti hukum di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan 

(PSHK) Bivitri Susanti ia berpendapat bahwa pembentukan dewan 

pengawas ini tidak diperlukan karena berpotensi membuat kinerja KPK 

tidak leluasa dan melemahkan KPK. Independensi KPK pun dipertaruhkan 

dengan keberadaan Dewan Pengawas. adanya izin penyadapan dewan 

pengawas Pasal 12 B, adanya kewenangan KPK untuk memberhentikan 

kasus atau SP3 yang di laporkan kepada dewan pengawas menurut Peneliti 

Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri 

Amsari hal ini membuka kemungkinan tawar menawar politik dalam 

penyelesaian suatu perkara korupsi.
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Selain penolakan dari para ahli, tokoh, akademisi dan para 

pemerhati kebijakan pemerintah  mahasiswa juga tidak tingal diam mereka 

melakukan demo besar besaran di berbagai daerah indonesia mulai dari 

tingkat kota, provinsi dan bahkan pusat ibu kotamahasiswa tumah ruah 

memenuhi jalan jalan dan perkantoran terutama kantor kontor Dewan 

Perwakilan Rakyat ( DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menuntut pemerintah untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK 

meraka manganggap langkah revisi itu tidak sama sekali menguntungkan 

KPK melainkan memperlemah kinerja KPK dalam melakukan pencegahan 

dan penindakan kasus kasus korupsi di indonesia.
14

 

Usaha penolakan yang dilakukan oleh berbagaikalangan mulai dari 

kalangan akademisi, tokoh, para pemerhati dan para mahasiswa terhadap 
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kebijakan pemerintah atas revisi Undang-Undang KPK tidak membuat 

Pemerintah dan DPR mengurungkan niatnya untuk membatalkan revisi 

UU tersebut meraka malah mengesahkan rancangan Undang-Undang KPK 

menjadi Undang-Undang, Pemerintah dan DPR masi saja bertahan pada 

alasan mereka bahwa langkah revisi itu merupakan langkah untuk 

memperkuat KPK bukan untuk mempelemah KPK  seperti yang di 

katakan oleh berbagai kalangan, pengesahan itu resmi dilakukan setalah 

Dewan Perwakilan Rakyat rapat paripurna kesembilan 2019-2020
15

, 

Dengan anggota DPR lainnya untuk mengesahkan Udang-Undang KPK 

tersebut tepatnya 17 Septmber 2019. dan Undang tersebut telah memiliki 

nomor register di  kementrian Hukm dan Hak Asasi Manusia dengan No 

pasalnya UU KPK telah masuk menjadi Lembaran Negara sebagai UU 

No.7 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK dan sudah diundangkan di 

Lembaran Negara Nomor 197 dengan nomor Tambahan Lembar Negara 

(TLN): 6409 tertanggal 17 Oktober 2019," kata Direktur Jenderal 

Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana.
16

 

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi terbarau telah 

berjalan  hampir dua tahun dan  telah pula menjadi acuan KPK dalam 

melukan pencegahan, pemberantasan dan penindakan kasus kasus korupsi 

namun drama konroversi akan revisi itu belum juga berakhir. Dalam 

penelitan terakhir Indonesia Corruption Watch ( ICW) kinerja dalam 

kepemimpin firli bahuri Komisi Pemberantasa Korupsi mengalami terjun 

merosot bebas, Data ICW mengkonfirmasi , pada enam bulan di tahun 

2019 ada 28 kasus baru di tangani KPK  dan 61 tersangka. pada tahun 

yang sama pula 2020, KPK mengawali 6 kasus baru dan 38 tersangka. 

Padahal dalam kebiasaanya penanganan kasus oleh KPK setiap tahun itu 

berjumlah 20 kasus.capain ini menunjukkan adanya menurunan kinerja 
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KPK dalam penanganan kasus korupsi. hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

KPK pada semester yang pertama mengalami penurunan  yang sangat 

merosot tertutama dalam konteks penindakan. dugaan merosotnya kinerja 

KPK menurut Wana disebab karena revisi UU KPK pada 2019 yang 

menyebabkan penyidik kesulitan melakukan operasi tangkap tangan
17

 

Dari data ini menunjukkan bahwa kinerja KPK mengalam 

keterpurukakan dan kemorosotan dalam melakukan pencegahan dan 

penindankan terhadap kasus kasus korupsi di Indonesia setelah 

dilakukannya revisi undang-undang KPK,  keadaan ini pula akan memiliki 

efek domino terhadap akan tumbuh suburnya korupsi di indonesia. Dengan 

sebab demikian sebagai penyusun berminat untuk meneliti lebih dalam 

lagi dampak kinerja KPK atas Perubahan Undang-Undang KPK tersebut 

yang tahun 2019 kemarin di sahkan oleh Pemerintah dan DPR RI dengan 

tujuan untuk memperkuat kinerja KPK dalam melakukan tindakan 

pencegahan, pengawasan dan penindakan kasus kasus korupsi di indonesia 

yang tela lama menjadi penyakit akut di indonesia dan dalam penganannya 

harus di tangani secara serius dan penuh ketegasan. dengan latar belakang 

ini penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi dampak perubahan 

UU KPK terhadap  kinerja KPK dengan  judul peneltian skripsi yakni: 

Analisis Siyasah Dusturiyah Atas Proses Perubahan Undang- Undang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No 30 Tahun 2002 Menjadi 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Pada Implikasi Kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan  latar belakang masalah yang telah penyusun 

uraikan pada halaman di atas dapatlah disusun kemudian rumusan masalahnya 

sebagai berikut :  
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1. Bagaimana Konsep dan Terminologi Perubahan UU KPK dari UU 

KPK N0.30 Tahun 2002 Menjadi UU KPK N0.19 Tahun 2019 ? 

2. BagimanaImplikasi Perubahan Undang-Undang KPK TerhadapKinerja 

Komisi Peberantasan Korupsi? 

3. Bagaimana  Perubahan Undang –Undang KPK Dan Implikasinya 

Terhadap Kinerja KPK Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara garis besar tujuan Penelitian ini secara umum bagi 

Penyusun adalah merupakan untuk mnegetahui dampak besar dari revisi 

perubahan undang-undang komisi Pemberantsan terhadap kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana 

korupsi di indonesia. adapun  tujuan Penelitian ini secara khusus ialah 

sebagai berikut:  

1. Untuk Mengetahui Konsep dan Terminologi Perubahan UU KPK dari 

UU KPK N0.30 Tahun 2002 Menjadi UU KPK N0.19 Tahun 2019 ? 

2. Untuk Mengetahui Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK 

Terhadap Kinerja Komisi Peberantasan Koriupsi dan Penyelesaiannya 

3. Untuk Mengetahui Perubahan Undang –Undang KPK 

DanImplikasinya Terhadap Kinerja KPK Ditinjau Dari Siyasah 

Dusturiyah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan Penelitian yang di harapkan bisa dicapai oleh 

Penyusun dalam Penelitian ini memiliki kebermanfaatan secara khusus 

pada dunia pendidikan yakni wilayah penelitian mahasiswa baik secara 

garis besar atau pun secara khusus. sedangkan manfaat penelitian ini yakni 

sebagai berukut:      

1. Manfaat Teoritis dari hasil penelitian ini sebagai berikut :  

a. Sebagai bentuk bentukdedikasi atau sumbangsih Pengetahuan 

kepada Para mahasiswa sebagai bahan bacaaan, referensi dan kepada 



 

 

masyarakat umum tidak terkecuali masyarakat yang tidak 

mengenyam pendidikan sama sekali. 

b. Sebagai landasan dan bahan rujukan pada proses penelitian-

penelitian setelahnya yang berhubung dengan Penelitian Tentang 

Proses Peruahan-Undang Komisi Pemberantasan Koruspi Pada 

Implikasi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Koruspi  

2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini sebagai berikut :  

a. Bagi Penyusun sebagai tambahan ilmu pengetahuan terkhusus pada 

persoalan terkait bidang penelitian Hukum  dan pengalaman secara 

langsung 

b. Bagi Penyusun dari aktifitas melakukan penelitian ini dapat 

menambah pengalaman tersendiri bagaimana cara melakukan 

penelitian ilmiah. 

E. Kerangka Pemikiran 

 

Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan telah menempati posisi 

sentral dalam alam kehidupan kolektif manusia modern, Negara tidak 

hanya di pandang lagi sebagai sebuah entity yang absolut, dimana semua 

stakeholder pendukung adanya negara harus tunduk secara mutlak 

terhadap penguasa negara tanpa reserve. akan tetapi jusru sebaliknya 

negara harus mengikuti irama total dari semua elemen pembentuk negara, 

khsusnya rakyat atau warga negara dari negarayang bersangkutan..
18

 

Negara dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan merupakan lembaga sosial 

yang diadakan oleh untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhanya yang vital 

sebagai lembaga sosial negara tidak di peruntukan untuk mengurusi 

kehidupan segelintir orang yaitu para elit baik itu elit sosial dan elit politik 

kekuasaan.
19

 Aristoteles
20

 berpendapat bahwa negara pada hakekatnya 

                                                           
18

I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, (Bandung, 
PT. Refika Aditama: 2015, hlm 1 

19
Nimatul huda, Ilmu Negara, ( Depok, PT. Raja Grafindo Persada: 2017, hlm 54 

20
Daleir Noer, Pemikiran Politik Di Negri Barat, Jakarta, Mizan Media Utama: 2001,hlm, 

29 



 

 

mempunyai tujuaan tertentu yang sangat luhur bagi kehidupan manusia 

dengan mengutamakan kepentingan kepentingan kehidapan untuk hidup 

yang layak, sebab itu menurut Aristoteles siapapun manusia yang tidak 

melibatkan diri pada keperluan akan pentingnya sebuah negara maka dia 

telah keluar pada jati dirinnya sebagai manusia. 

Begitu penting dan vitalnya adanya sebuah negara dengan tujuan 

menjaga dan melestarikan kehidupan kemanusian di muka bumi, Ibnu 

Khaldun menekankan pendapatnya tentunya berdasarkan syariat bahwa 

syariat sama sekali tidak membatasi atau mengekang atau pun melarang 

kekuasaan politik asal membatasi saja, melainkan untuk mencegah 

timbulnya keburukan keburukan serta kejahatan yang mudah berbarengan 

muncul dengan adanya kekuasaan misalnya perbuatan sewenang wenang, 

ketidak adilan dan keinginan hendak bermandikan kesenangan lepas dari 

kepatutan.
21

dari pendapat Ibnu Khaldun ini dapat di fahami bahwa sistem 

politik apapun yang di usung oleh negara atau yang di pakai oleh negara 

tetap harus berada pada jalur tujuan negara dengan fokus pada 

mengadirkan kehidupan layak terhadap masyarakat sebagai pemilik sah 

negara.  

Dalam menyempurnakan untuk melahirkan keadilan kepada 

masyarakat dengan mengenyampingkan kepentingan kepentingan 

segilintir individu,dan menjaga kesewenangan negara terhadap rakyatnya, 

maka lahirlah faham bernegara yang dianut oleh masing masing negara. 

Dimana faham yang berkembang adalah negara hukum. menurut 

Aristoteles 
22

bahwa negara hukum dalm perumusannya masi terkait 

dengan „‟ polis‟‟ dimana dalam hal polis itu segala urusan negara 

dilakukan musyawarah diman seluruh warga negaranya ikut serta dalam 

penyelenggaraan negara. 
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Sedangkan menurut 
23

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 

negara hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin 

keadilan kepada warga negaranya, keadilan merupakan syarat tercapainya 

kebahagian hidup bagi warga negara.  

Istilah negara hukum sendiri lahir dari konsep rechtsstaat dan rule 

of law, sekalipun beberapa pakar hukum berbeda pendapat akan dua isilah 

tersebut tetapi ada juga yang  mempersamakannya. azhari misalnya dengan 

rechtsstaat atau rule of law mempunyai arah yang sama yaitu mencegah 

kekuasaan absolut demi perlindungan dan pengakuan perlindungan hak 

asasi perbedaannya terletak pada arti materil atau isi.
24

Disamping itu 

prinsip negara hukum merupakan hal terpenting dari terwujudnya  good 

govermance sekaligus pula harus di gandengkan dengan prinsip the living 

ethics. Prof jimly berpendapat bahwa peranan hukum dalam mengatasi 

persoalan dalam kehidupan penting sekali. akan tetapi, perlu di sadari 

bahwa hukum (buatan manusia ) bukanlah segala galanya. di samping 

norma hukum, kita masi memerlukan norma etika moral dan bahkan 

norma agama untuk keperluan mengatur, mengendalikan dan mendorong 

dinamika kehidupan bersama umat manusia.
25

 

Dalam perfektif fiqih Siyasah bahwa negara hukum di sebut 

dengan istilah siyasah diniyah /negara hukum ialah sebuah negara yang 

dikelola dengan petunjuk petunjuk alqur‟an dan hadits guna melahirkan 

keadilan hukum dan kemaslahatan atas ummat, ciri khas atau kekususan 

dari siyasah diniyah / negara hukum ini menurut ibnu khaldun ialah negara 

yang berlandaskan pada alqur‟an dan hadit Nabi, serta sumbangsih pikiran 

manusia untuk menghadirkan kemaslahatn bagi negara. sedangkan akal 
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manusia yang dimaksud ialah putusan ijma‟ para ulama dan qiyas.
26

 

tentunya dengan corak dari siyasah diniyah / negara hukum ialah gagasan 

melahirkan kemaslahatan bersama dan untuk memecahkan masalah 

masalah dalam kehidupan bernegara yang behubungan dengan konsep 

penjagaan ibadah ummat 
27

 

Istilah negara hukum rechtsstaat dan rule of law memiliki 

kekhususan masing masing tentunya dengan tujuan yang sama. Menurut 

Julius Stahl konsep negara hukum ‘’rechsstaat’’ mempunya ciri pertama 

perlindunag hak asasi manusia, Keduapemisahan atau pembagian 

kekuasaan, ketiga pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-

undangan, dan keempatperadilan administrasi dalam menangani 

perselisihan.
28

 dari konsep Stahl ini menunjukkan bahwa negara hukum 

‘’rechsstaat’’ bertujuan untuk melindungi hak hak asasi manusia dan 

membatasi kekuasaan terhadapnya.
29

 Sedangkan negara hukum rule of law 

menurut A.V. Dicey Pertama Supremasi hukum dalm arti tidak boleh ada 

kesewenang wenangan sehingga orang hanya boleh di hukum jika 

melanggar hukum (supremacy of the law) kedua persamaan di depan 

hukum (equality befero the law) dan ketiga asas legalitas (due process of 

law) dalam arti bahwa segala tindakan pemerintah harus berdasar 

peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
30

 

Dari dua konsep negara hukum yang di kemukakan oleh ahli barat 

ini menunjukkan bahwa negara hukum pada hakekat dan tujuan luhurnya 

ialah bagaimana negara menghadirkan nilai nilai kemanusian yang pailing 

tinggi derajatnya yaitu menjaga hak hak kemanusiaan baik itu individu 

maupaun secara umum manusia dan negara juga harus mampu 
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mngahadirkan nilai keadilan hukum bagi setiap warga negara jangan 

sampai ada di negara yang manganut sistem negara hukum, hukum hanya 

di peruntukkan kepada orang orang lemah yang tak bedaya karena 

keterbatasan ekonomi dan sebagainya. akan tetapisiyasah diniyah /  negara 

hukum dalam perfektif siyasah kita menemukan karekter yang berbeda 

dengan negara hukum yang di kemukakan oleh ahli barat dimana 

perbedaan karekter itu lahir dari sumber hukum atau pengambilan hukum 

negara,  siyasah diniyah /  negara hukum dalam perfektif siyasah dalam hal 

ini bersumber dari wahyu yang di turunkan oleh Tuhan kepada Nabinya 

yakni Alqur‟an dan Al hadist sedang sumber hukum dari negara hukum 

barat ialah semuanya lahir dari keeadaan sosial dan situasi keadaan 

msyarakatnya atau lebih tapatnya lahir dari pemikiran manusia. 

Indonesia sendiri diidealkan dan di cita citakan oleh the faunding 

father sebagai suatu negara hukum ( Rechtsstaat/The Rule of law) bahkan 

dalam rangka hasil perubahan keempat UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 di 

tegaskan negara indonesia adalah negara hukum.
31

 Negara Hukum yang di 

maksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk 

menegakkan keberandan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak 

tidak dapatdi pertanggung jawabkan, maksud mengenai indonesia adalah 

negara hukum ( dalam rumusan penjelasan selengkapnya adalah negara 

berdasar atas hukum) ke dalam Pasal di maksudkan untuk memperteguh 

paham bahwa indonesia adalah negara hukum baik dalam penyelenggaraan 

negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.
32

 

Dalam membangun dan mewujudkan cita cita Negara hukum 

dalam penegakan hak hak asasi manusia indonesia telah mencoba untuk 

memperaktekan sistem kepemimpinan  mulai sistem pemerintahan 

demokrasi pelementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1969), 
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demokrasi pancasila ( 1969-1998) dan masa reformasi ( 1998- sekarang)
33

 

yang semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing masing.  

Tumbangnya orde baru membuka peluang terjadinya reformasi 

politik dan demokratisasi di Indonesia. pengalaman orde baru mengajarkan 

kepadabangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi 

membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat . oleh karena itu 

bangsa indonesia telah sepakat untuk sekali lagimelakukan demokratisasi 

sitem politik indonesia seingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan 

rakyat dapat di tegakkan, dan pengawan terhadap lembaga eksekutif dapat 

di lakukakn oleh lembaga wakil rakyat yakni DPR.
34

 

Perubahan Undang-Undang dalam sistem politik hukum suatu 

negara merupakan halyang wajar di lakukan oleh Lembaga Negara dalam 

hal ini lembaga Legislatif DPR Bersama Lembaga Eksekutif yakni 

Pemerintah bersama sama memiliki kewenangan untuk mengajukan dan 

mengusulkan Pembuatan/Perubahan Undang-Undang, dan Indonesia 

Sendiri Merupakan Negara hukum
35

yang menjujung tinggi tegaknya 

keadilan hukum dan pada perinsipnya asas legalitas hukum dan Pengawas 

oleh Hakim yang merdeka dalamhal organ organ Pemerintah 

melaksanakan aturan auran Hukum. 

Undang-Undang sendiri terbagi menjadi dua bagian, pertama 

Undang- Undang dalam arti materil ialah suatu keputusan Pemerintah 

yakni tiap tiap keputusan Pemerintah yang menetakan Peraturan Peraturan 

yang mengingat secara umum dalam artian aturan hukum yang 

mengandung obyektif. kedua adalah Undang –Undang dalam arti formil 
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ialah keputusan Pemerintah  yang memperoleh nama undang –undang 

karena bentuk dalam mana ia timbul.
36

 

Dalam Pembentukan Undang-Undang pada pokoknya hendak 

mmberi arah kepada kehidupan Masyarakat mengatur dan menata segala 

kehidupan masyarakat: bagaimanahal itu pat dilakukannya sehingg dapat 

memenuhi syarat syarat, kalau tiada dengan pengetahuan hubungan 

hubungan pada masa ini sangat sulit itu ? agar Peraturan Peraturan 

memenuhi kebutuahn kebutuhan masyarakat, ia harus memprhatikan 

segala faktor yang merupakan dasar hubungan masyarakat, sebagai: 

kepentingan kepentingan ekonomi dan pandangan pandangan Agama, 

Sosila, Poliitk dan sosial yang hdup dalam Masyarakat.
37

 

Undang-Undang sebagai aturan yang sengaja dibuat oleh lembaga 

legilatif dan eksekutif untuk mengatur kehidupan masyarakat tidak akan 

seterusnya bersifat absolut tidak bisak di rubah melainkan bersifat relatif 

tergantung keadaan Politik Hukum Pengguasa dan keadaan sosial 

mayarakat. 

Dalam teori perubahan hukum seiring dengan perjalanan Peraturan 

Perundang undang akan tiba pada saatnya Lembaga Legislatif dan 

Pemerintahan berinisatif untuk merubah Undang-Undang tersebut, Dalam 

teori perubahan hukum yakni teori  Teori Grad tentang Momen Perubahan 

Hukum Teori grad digunakan untuk menjawab masalah yang berkaitan 

dengan waktu melakukan perubahan atau penggantian suatu perundang-

undangan, untuk menjawab pertanyaan tentang  kapan saatnya untuk 

melakukan perubahan hukum dalam rangka menyesuaikan diri dengan 

perubahan yang terjadi dalam masyarakat dijawab bahwa: “Tidak mudah 

untuk menetapkan kapan saatnya tiba hukum untuk mengatur, sebab pada 

suatu waktu mungkin oleh sutu kelompok masyarakat sesuatu hal 
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dirasakan sutu problem, yang membntuhkan pemecahannya, tetapi belum 

tentu kelompok lain merasakan hal yang sama.
38

 

Selain itu perubahan hukum Menurut Abul Mannan
39

 dalam Teori 

Perubahan Hukum menyebutkan setidaknya ada tiga fariabel subtantif 

yang harus mengikuti dalam perubahan perundang-undangan yang 

setidaknya akan efektif dan efesian pelaksanaanya di tengah tengah 

masyarakat sebagai obyek dari peraturan perundang-undangan tersebut 

yaitu: pertama perubahan hukum itu harus dilakukan secara universal dan 

konfrehensip penih dengan ketelitian menyeleksi norma norma, dan diksi 

diksi   dalam perundang undangan yang tidak lagi sesuaai dengan zaman, 

kedua hendaknya dalam proses perubahan hukum memuat hal hal yang 

teknis pelaksanaan norma hukum tidak ada hambatan dengan berusaha 

semaksimal mungkin menghilangkan norma norma atau diksi diksi yang 

masi akan menuai perdebatan dalam ranah penafiran hukum, Ketiga 

harusnya dalam perubahan peraturan perundang-undangan secara subtansi 

memuat falsafah kehidupan bangsa terhadap kaedah yang di rubah 

sehingga penerapannya akan efektif dan efesien dan masyarakat akan 

mentaati aturan yang akan di ubah tersebut. 

Perubahan Undang-Undang dan peranan para hakim dan legislator 

dalam menyumbangkan buah pikirannya tehadap proses perubahan 

tersebut sangatlah di perhitungkan karena jejak latar belakang dimana 

mereka bersal akan menentukan nilai subtansi yang akna lahir dari proses 

perubahn Undang-Undang tersebut.
40

 

Ibnul qoyym mencoba untuk memeberikan Pendangan tentang 

seperti apa terjadinya proses Perubahan Undang-Undang dalam Perfektif 
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Siyasah dusturiah dalam kitabnya  Dalam kitabnya I‟lam al-Muwaqqi‟in, 

al-Jauziyah mengatakan: 

وانُياث وانعىائد تغيس انفتىي، واختلافها بحسب الأشيُت والأيكُت والأحىال  

Perubahan fatwa dan adanya perbedaan hukum tentangnya 

disebabkanfaktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, faktor niat, dan 

faktor adat.”Landasan teori pandangan al-Jauziyah tentang 

perubahanhukumpada prinsipnyamengacu pada hakikat syari‟at Islam 

yangsenantiasa berorientasi kemaslahatan manusia. Syari‟at dihadirkandi 

bumi melalui Rasulullah bertujuan untuk mewujudkankeadilan hukum, 

kemaslahatan, dan kebajikan.
41

 Oleh karena itu dalam pandangan al-

zaujujiyah kita dapat mengambil konklusi sebagai hipotesa dari perubahan 

Hukum bahwa pada hakekatnya perubahan hukum yang dilakukan oleh 

Pemerintah dan lembaga legislatif harus memeiliki oreantasi pada nilai 

kemaslahatan masyarakat dan penegakan keadilan yang seadil adilnya . 

Lebih jauh lagi Perubahan Hukum pada hakekatnya akan 

beralasankan pada tiga sebab pokok menurut al-Jauziyah, yakni:
42

 

a. Faktor Zaman 

Ketika Nabi Muhammad saw. berada di Mekkah, 

kemungkarantidak langsung diubah karena pertimbangan zaman. Akan 

tetapi,setelah fath al-Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, 

makasegala kemungkaran dapat diubah. Mencegah kemungkarandalam 

hukum Islam adalah kewajiban bagi umat Islam, akan tetapiMekkah di 

zaman itu belum memungkinkan dilakukan perubahankarena belum 

berada dalam situasi aman 

b. Faktor Tempat 
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Al-Jaujiyah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad saw. 

melarangmemotong tangan musuh dalam medan perang. Laranganini 

diberlakukan oleh karena peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. 

Hal ini berarti bahwa segala ketentuan hukumyang ditetapkan oleh syari‟at 

pada suatu wilayah, tidak dapatdipaksakan pemberlakuannya di wilayah 

lain 

c. Faktor Situasi 

Al- Juajiyah mengkisahkan bahwa „Umar bin al-Khattāb 

tidakmem-berlakukan hukum potong tangan bagi pencuri dalam musim 

paceklik.Sejalan dengan apa yang dikisahkan IbnuQayyim ini, Abbas 

Mahmud Akkad men-jelaskan lebih lanjutbahwa tindakan Umar yang 

tidak menjatuhkan hukuman kepadapelaku pencuriaan tersebut pada 

dasarnya tidak meninggalkannash karena pelaku pencurian tersebut 

melakukannya secaraterpaksa sebagai bagian dari tuntutan kelangsungan 

hidup dan keselamatan daribencana kelaparan. Dengan demikian, pelaku 

pencurian tersebut dianggap sebagai orang yang tidak berdosadengan 

perbuatannya tersebut. 

Dari penjelasan ini megisyaratkan bahwa ketika Pemerintah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat  hendak akan merubah suatu Peraturan 

Perundang-Undangan terlebih harus mempertimbangkan tiga pokok alasan 

utama yang harus  dipertimbangkan yankni faktor perubahan zaman, 

faktor kondisi tempat dan faktor situasi dalam hal ini masyarakat ketika 

hal ini tidak terpenihi maka akan sulit dirakan nilai kemanfaatan dan 

kemaslahatan dari Peraturan Perundang-undangan yang dibuat. 

Al-maslahah sebagai barometer ukuran pembentukan dan 

perumusan peraturan perundang-undangan oleh sebeb demikianmuatannya 

harus mengandung rasa keadilan semua lapisan masyarakat. Para ahli 



 

 

hukum Islam membuat kategori maslahat kedalam dua kategori.
43

 yakni 

maskahat bersifat individual- Subyektif ( al-maslahah al-khassoh) dan 

maslahat yang bersifat sosial obyektif adalaha masalahah yang menyakut 

pada kepentingan orang banyak dan pada satu sisi bersifat berpisah pada 

orang lain.ketika maslhat ini di benturkan dengan maslahat orang banyak 

terlebih dahulu maslahat ini dikesampingkan. sedangkan maslahah sosial- 

subyektif ialah maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak 

ketika kepentingan ini dibenturkan dengan kepentingan pribadi inilah yang 

harus diutamakan terlebih dahulu. hal inilah yang mendasari lahirnya 

kaedah yang sangat populer dalam hukum Islam:  

Artinya : Kamaslahatan Umum didahulukan daripada kemaslahatan 

perseorangan.‟   

Pada dasarnya dalam perfektif hukum bahwa suatu perubahan 

hukum harus mengutamakan nilai kemashatan orang banyak karana akan 

melahirkan nilai keadilan dan terwujudnya sisitem kesinambungan saling 

menungntungan antara pemerintah dan masyarakat. 

Dalam perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi 

sudah sepaturnya dan seharusnya di perkuat oleh Pemerintah karena 

kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menyensarakakan rakyat. 

Islam dengan kenuversalitasnya mendang  kejahatan korupsi merupakan 

memandang korupsi sebagaiperbuatan keji. Perbuatan korupsialam islam 

sama dengan perbuatan mungkar yang dosanya amat besar dandi murkai 

oleh Allah SWT merupakan salahsatu perbuatan mungkar dalam slam 

yang merusak dan mencedrai tatanan kehidupa sosiala di tengah tengah 

masyarakat pelakunya sendiri dalam hukum islam masuk pada katogori 

Jinayaat al kubra (dosa besar)di katakanya perbuatan korupsi bagiian dari 

pelanggaran berat di sebebkan dengan perantara perbuatan itulah banyak 

kemaslahatan ummat yang tidak terlaksana karena tujuan Syariat Islam 
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bagaiman mewujudkan kemaslahatan bagiumat manusia dengan istilah 

yang para ulama adalah dengan sebutan maqashidussy syaria’ah. Dalam 

salah satu tujuan maqashidussy syaria’ah menjaga harat benda baik itu 

harta bendaatau kekayaan negara(hifdzul maal) ataupun harta benda atau 

kakayaan masyarakat luas dari segala aspek penyelewengan dan 

pelanggaran oleh oknum para pejabat ataupun oleh aparatur negara bahkan 

masyarakat sipil pun dilarang keras melakukanyan penyelewengan dan 

pelangaran terhadap harta benda yang bukan milikny. Dalam islam semua 

harta benda sejak di perolehnya, di hasilkannya bahkan sudah lengkap 

pngaturannya sebagai upaya untuk menjag kehalalan harta benda tersebut, 

agar supaya perolehan harta benda tersebut islam mengajarkan bagaiman 

cara memperoleh harat benda yang halal lagi baik terhindar dari hal hal 

riba maka islam melarang keras perbuatan memperoleh harat dengan  

menipu, memakan riba,berkhianat, menggelapkanbarang milik orang lain, 

mencuri, tcurang dalam takaran dan timbangan,korupsi, dan lain 

sebagainya.
44

 

Sebagaimana dalam Alqur‟an Allah SWT berfirman dalam surah 

Al-Baqarah:188.
45 

ٍْ وَ  لا تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ بِانْباَطِمِ وَتدُْنىُا بهَِا إنًَِ انْحُكَّاوِ نِتأَكُْهىُا فسَِيقاً يِ

 ٌَ ى ًُ َْتىُْ تعَْهَ َ  أيَْىَالِ انَُّاسِ باِلإثىِْ وَأ

„‟Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang 

batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harat itu kepada para hakim 

dengan maksud agar kamu memakan harta sebagian orang lain itu 

dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya” (QS. Al Baqorah2: 

188) 

 

Juga dalam Firmannya Surah An-nisa ayat 29.
46
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ٍْ يَا  ٌَ تجَِازَةً عَ ٌْ تكَُى َ ٍَ آيَُىُا لا تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ بِانْبَاطِمِ إِلا أ أيَُّهَا انَّرِي

ا ًً ٌَ بكُِىْ زَحِي َ كَا ٌَّ اللََّّ َْفسَُكُىْ إِ ُْكُىْ وَلا تقَْتهُىُا أَ  تسََاضٍ يِ

„‟Wahai orang orang yang beriman janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar ) kecuali dalam 

perdagangan yang beralaku suka atas sama suka di antara kamu. dan 

jangnlah kamu membunuh dirimu. sungguh, Allah maha penyayang.” (QS. 

An- Nisa 4:29) 

Dalam  hadits nabi di sebuatkan bahwa perbuatan korupsi  

 يٍ استعًهُاِ عهً عًم فسشقُاِ زشقا/ فًا أخر بعد ذنك فهى غهىل 

„‟Barang siapa yang kami angkat sebagai pegawai untuk suatu tugas 

pekerjaan, kemudian kami berikan kepadanya gaji, maka segala yang dia 

ambil di luar itu merupakan gulul” (H.R. Abu Dawud)
47

 

Ayat dan hadits Nabi ini menunjuk bahwa dalam islam harta yang 

hasilkan dengan tidak benar atau haram yaitu dengan cara korupsi dan 

menurut ijmak ulama atau konsensus para ulama bahwa harat yang di 

dapatkan melalui dengan jalan korupsi haram karena bertentangan dengan 

tujuan dari maqashidussy syaria’ah. Dan keharaman harat yangdi 

hasilkan dari jalan korupsi di tinjau dari aspek yang pertama bahwa 

perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan karena 

menyebabkan kerugian pada keuangan negara dan kerugian terhadap 

kepentingan publik  masyarakat banyak yang di acam pelaku korupsi 

tersebut di akhirat kelak dengan siksaan.
48
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Gambar 1.1 

 

 

Skema Kerangka Pemikiran 

 

F. Definisi Oprasional 

Definisi Oprasional di jabarkan sebagai tujuan untuk mempermudah 

memahmi terkait dengan peristilahan-peristilahan yang ada dalam judul 

skripsi yang terkait dengan ‟‟Analisis Siyasah Dusturiyyah Atas Perubahan 

Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) No. 30 Tahun 2002 

Menjadi Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Pada Implikasi Kinerja Komisi 

Pemberantasan Korupsi‟‟ dengan sebeb ini penulis ingin menjalaskan secara 

personal terkait judul hal dilakukan sebagai upaya untuk menghindarkan 

kesalafahaman dalam mengenai penelitian skripsi in adalah sebagai berikut: 



 

 

1. Analisis merupakan pekerjaan seseorang penelitan dalam mengkaji 

sesuatu dengan cara membandingkannya dengan hal yang lain pula salah 

satunya ialah dengan teori ilmu pengetahuan demi mencari kebenaran 

terhadap sesuatu yang di teliti. 

2. Siyasah Dusturiyyah merupakn ilmu pengetahuan yang membahas 

tentang hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan rakyat dan 

pemimpinnya yang berkaitan dengan urusan urusan  kenegaraan. dalam 

pembahasannya siyasah dusturiyyah membatasi diri pada upaya upaya 

pengelolaan negara yang tekait dengan pembuatan peraturan perundang-

undangan dengan dinamika konsekuensi politk hukum yang ada di 

dalamnya pada tujuan pokonya untuk melahirkan kemaslahatan untuk 

ummat dan bangsa. 

3. Proses Perubahan adalah proses perubahan merupakan kondisi alamiah 

yang sering terjadi pada hal apa saja baik itu terkait dengan persoalan 

politik, sosial dan ekonomi akan terus berproses berputar menuju pada 

perubahannya sesuai dengan kondisi zaman, begitu pula dengan 

perubahan undang-undang, perubahan undang-undang akan selalu 

mengikuti perubahan zaman tergantung dengan kondisi politk hukum 

suatu negara dan kondisi sosial masyarakat negara tersebut. 

4. Undang-undang adalah produk yang di keluarkan oleh pemerintah yang 

telah melalui proses dan ketentuan yang berlaku di suatu negara atau yang 

telah melalui proses legislasi di lembaga eksekutif dan legislatif yakni  

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

5. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lemabaga negara yang 

memiliki peran dan fungsi yang telah di amanatkan oleh undang-undang 

untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dari para oknum 

oknum pejabat negara dan aparatur negara sebaga langkah untuk menjaga 

kekayaan dan keuangan negara. Dalam melakukan tugas dan fungsinya 

Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen terbebas dari 

intervensi dari pihak manapun. 



 

 

6. Implikasi Kinerja merupakan suatu hasil/dampak dari kinerja lembaga 

apapun dari tugas dan fungsinya yang telah di amanatkan oleh undang-

undang, dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi apakah 

setelah di rubahnya undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi 

mengalami peningkatan atau sebaliknya mengalami penurunan yang 

sangat drastis.  

 

G. Penelitian  Terdahulu 

 

Dari literatur yang di baca sebagai panduan dan bahan pertimbangan  

penyusunan Proposal Penlitian ini setidaknya ada bebarapa karya tulis atau 

penelitian Skripsi sebagai berikut: 

1. Tomi Marlin Manday dalam Penelitian Skripsinya yang berjudul Studi 

Konseptual Mengenai Badan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Dalam penelitiannya di titik beratkan pada konsep dan stus qou Dewan 

Pengawas Pemberantas Korupsi dalam Ketatanegaraan dan penjelasan 

Potensi Potensi Kerugian terhadap pemberantasan tindak pidana Korupsi 

akibat adanya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. sedang 

Penelitian ini difokuskan kepada proses perubahan undang –undang 

Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Implikasi Kinerja Komisi 

Pemberantasan korupsi. 

2. Mohammad Habibi dengan judal Penelitain skrispnya “Independensi 

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korsupsi Pasca Perubahan Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”. 

Dalam penelitan ini habbi menyoal tentang apakah kemudian setelah 

perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi dalam 

menjalankan fungsi dan peranannya tidak ada intervensi atau pengaruh 

kuat dari para elit kekuasaan eksekutif.  



 

 

3. Poltak Sijabat dengan judul Penelitian skripsinya: Tinjauan Yuridis 

terhadap kewenangan KPK RI dalam melakukan Penyedikan dan 

Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Warga 

Negara Asing Terhadap Pejabat Negara Indonesia Diluar Negeri. Dalam 

Penelitian ini Poltak Sijabat menjelaskan apakah komisi pemberantasan 

koruspsi memiliki kewenangan melakukan penyedikandan penuntutan 

terhadap tindak pidana yang dilakuakn oleh warga negara asing kepada 

pejabat Indonesiayang bertugas di luar negeri dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa KPK sangatlah berwenang dengan memperhatikan 

syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

4. Nurdiansyah dengan judul Penelitian skripsinya : kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang 

pada penelitian ini peneliti memfokuskan  pada bagaimana kewenangan 

KPK dalam melakukan tindakan terhadap  kejahatan  pidana pencucian 

yang dilakukan oleh pejabat Pemerintah yang ia kaitkan dengan teori teori 

hukum, kasus kasus dan melakukan  wawancara tatap muka langsung 

dengan pejabat yang terpidana pencucian uang. 

5. Anita Irmayantidengan judul Penelitian skripsinya: Kewenangan Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Menyelesaikan Perkara Persaingan 

Usaha Khususnya Persekongkolan Tender Yang Mengindikasikan Adanya 

Tindak Pidana Korupsi. Dalam Penelitian ini di jelakan bahwa bagaimana 

kemudian kewenangan dan fungsi komisi pemberantasan korupsi (kpk) 

dalam melakukan penyedikan dan penyelidikan tehadap kasus kasus 

pengolalaan tender yang terindikasi adanya persekongkolan kasus suap 

antara pejabat negara dengan  pihak swasta yang menyebabkan kerugian 

Negara 

 


